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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari keterlambatan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) Desa Kepenuhan Timur dalam pembahasan dan penetapan Peraturan 

Desa (Perdes) yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keterlambatan pembahasan dan 

penetapan ini tidak lagi sesuai dengan Pasal 29, 31 dan pasal 37 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, 

Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan 

Desa, paragraph 9 Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, dan 

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2023. Rumusan dari masalah ini yaitu mengenai peran BPD dan faktor 

penghambat BPD dalam pembahasan dan penetepan Peraturan Desa di Desa 

Kepenuhan Timur. Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis empiri, pendekatan 

yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu peran 

BPD terkategori kurang optimal sesuai dengan Permendagri 110 Tahun 2014, 

Permendagri 114 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 50 Tahun 2023. Faktor 

penghambat pembahasan dan penetapan tersebut karena seharusnya RKPDes 

dibahas dan ditetapkan paling lambat bulan September tahun berjalan namun BPD 

terlambat menyelenggarakan musyawarah penyusunan rencana Pembangunan 

desa dan tim penyusun RKPDes baru menyelesaikan pada bulan Oktober 2023. 

Kemudian ABPDes yang seharusnya ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun 

berjalan, tapi faktanya belum terlaksana. Dari  keterlambatan itu, BPD pun 

terlambat mengadakan pembahasan dan penetapan.  

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa 
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ABSTRACT 

 

This research was motivated by the delay in the Village Consultative Unity (BPD) 

of East Kefullan Village in discussing and enacting Village Regulations (Perdes), 

namely the Village Government Work Plan (RKPDes) and Village Revenue and 

Expenditure Budget (APBDes). This delay in discussion and determination is no 

longer in accordance with Articles 29, 31 and Article 37 of Minister of Home 

Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development 

Guidelines and Domestic Regulation Number 110 of 2016 concerning Village 

Consultative Unity, paragraph 9 discussion and approval of draft village 

regulations and Rokan Hulu Regent Regulation Number 50 of 2022 concerning 

Village Revenue and Expenditure Budget and Determination of Priorities for the 

Use of Village Funds in 2023. The formulation of this problem is regarding the 

role of the BPD and factors inhibiting the BPD in discussing and enacting Village 

Regulations in East Kepuasan Village. The method in this research is empirical 

juridical, the approach used is descriptive-qualitative. The results of this research 

are that the role of the BPD is categorized as less than optimal in accordance 

with Permendagri 110 of 2014, Permendagri 114 of 2016 and and Regency 

Regulation Number 50 of 2023. The inhibiting factor for discussion and 

determination is that the RKPDes should have been discussed and determined no 

later than September of the current year but the BPD was late in holding 

deliberations on the preparation of village development plans and The RKPDes 

drafting team only completed it in October 2023. Then the ABPDes was supposed 

to be determined no later than December 31 of the current year, but in fact it has 

not been implemented. Due to this delay, the BPD was also late in holding 

discussions and decisions. 

Keywords: Village Consultative Unity, Village Regulation. 
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